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1) Anwar Usman (Ketua)
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3) Wahiduddin Adams (Anggota)

4) Suhartoyo (Anggota)

5) Manahan MP Sitompul (Anggota)

6) Saldi Isra (Anggota)
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Ria Indriani Panitera Pengganti
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Pihak yang Hadir:

A. Pemerintah:

1. Andrie Amoes (Kemenkumham)
2. Rahadji Aji (Kemenkumham)
3. Theresia Daniati Marpaung (Kemenkumham)
4. Mahshuri Gustriono (Kemkominfo)
5. Josua Sitompul (Kemkominfo)
6. Lailah (Kemkominfo)
7. Kartika Saraswati (Kemkominfo)
8. Adhi Prasetyo Utomo (Kemkominfo)
9. Risqi (Kemkominfo)
10. Philip Kotler (Kemkominfo)

B. Ahli dari Pemerintah:

1. Henri Subiakto
2. Ahmad M. Ramli

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB
1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]




Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita
semua. Sampai saat ini sudah pukul 11.17 WIB ... eh, 11.18 WIB
sekarang, Para Pemohon belum hadir. Sementara dari Kuasa Presiden,
hadir. Dua Ahli yang dihadirkan sudah hadir. Pemohon tanpa ada
pemberitahuan, apakah akan hadir atau tidak. Tetapi yang pasti ini sudah
pukul 11.15 WIB, maka Perkara Nomor 2 ... Nomor 110/PUU-XX/2022 itu
tidak bisa diteruskan karena Pemohon tidak hadir. Jadi begitu ya, Kuasa
Presiden? Ini Ahli, ya, mohon maaf. Ini kelihatannya Pemohon ini, enggak
tahu, tidak ada pemberitahuan surat dengan alasan apa. Jadi, kita akan
coba untuk dipanggil sekali lagi, beri kesempatan sekali lagi kepada
Pemohon. Nanti apakah hadir atau tetap tidak hadir, nanti Mahkamah
akan menentukan sikap, ya begitu, ya. Kuasa Presiden, silakan! Bisa nanti
keterangan tertulis saja bisa, untuk Para Ahli. Silakan!

2. PEMERINTAH: MASHURI GUSTRIONO [02:00]
Siap, Majelis.
3. KETUA: ANWAR USMAN [02:03]

Begitu, ya. Jadi, sekali lagi Mahkamah memberi kesempatan kepada
Pemohon untuk dipanggil sekali lagi. Sedangkan untuk Ahli,
keterangannya juga sudah diterima dan bisa dijadikan bahan
pertimbangan, sekiranya Pemohon tetap tidak hadir nanti pada sidang
yang akan datang.

Oleh karena itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023,
pukul 11.00 WIB. Ya, untuk kedua Ahli dan mohon maaf atas
ketidakhadiran Para Pemohon. Dengan demikian, sidang selesai dan
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.21 WIB

Jakarta, 27 Februari 2023
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